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ABSTRAK 
 
Ariska Marzela, B 111 13 613, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 945/Pid.B/2016/ 
PN.Mks)”, di bawah bimbingan Muhadar selaku Pembimbing I dan Amir 
Ilyas selaku Pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap tindak pidana penipuan khususnya dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 945/Pid.B/2016/PN.Mks serta untuk 
mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Makassar Nomor : 945/Pid.B/2016/PN.Mks.  
Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Makassar. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
data kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah 
dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, 
kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, 
persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan 
bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh 
selama melakukan penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum 
pidana materil dalam terhadap tindak pidana penipuan khususnya dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 945/Pid.B/2016/PN.Mks 
sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang 
terkandung dalam Pasal 378 KUHP, yakni unsur barang siapa; dengan 
maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak; 
memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu 
muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong; dan 
unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang. 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah 
telah sesuai. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah bersikap arif 
dan bijaksana yang juga melihat pada keadaan-keadaan yang 
meringankan dan memperberat terdakwa serta tanggungan yang dimiliki 
terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Tindak pidana ataupun kejahatan sebagai suatu fenomena yang 
kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini 
dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar 
tentang suatu tindak pidana kejahatan yang berbeda-beda satu dengan 
yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan 
perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan tindak 
pidana dalam kehiupan masyarakat kita. Sederhananya, peraturan 
perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah 
memaksa pelaku tindak pidana semakin kreatif dan inovatif dalam 
melaksanakan tindak pidana, yang mana para pelaku beranggapan 
bahwa aturan hukum yang berlaku kadang-kadang tidak sesuai dengan 
penerapannya dan hanya ringan.   
Salah satu bentuk tindak pidana yang masih sangat marak terjadi 
dalam masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana 
penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Meningkatnya berbagai 
macam tindak pidana penipuan menunjukkan semakin tingginya tingkat 
intelektualitas dari pelaku tindak pidana penipuan yang semakin 
kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung 
meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan 
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zaman. Padahal tindak pidana penipuan tersebut dipandang dari sudut 
manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak 
percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. 
Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan 
berkomunikasi yang baik sehingga pelaku dapat meyakinkan orang lain, 
baik melalui serangkaian kata bohong dengan menjanjikan sesuatu 
kepada orang lain. Tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam 
melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang untuk 
meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, 
menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik 
terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (magis) maupun 
pada harta kekayaan.  
Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat menyebabkan 
seringnya terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana penipuan 
tersebut. Bukti menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan tindak 
pidana penipuanan, khususnya apabila masyarakat melakukan penipuan 
yang berkaitan dengan janji-janji yang konsekuensinya harus 
mengeluarkan sejumlah uang dengan menjanjikan atau mengimingi-imingi 
sesuatu kepada calon korbannya. 
Adapun tindak pidana penipuan yang penulis angkat dalam 
Proposal Penelitian ini adalah kasus yang terjadi di Kota Makassar yang 
sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu perkara Putusan 
3 
 
 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 945/Pid.B/2016/PN.Mks, yang 
mendudukkan Sitti Nurbaya sebagai tersangka. 
Dalam kasus tersebut Perempuan Siti Nurbaya didakwa melakukan 
tindak pidana penipuan. Penipuan tersebut dilakukan dengan cara 
membohongi dan mengiming-imingi perempuan Riola Haya Nur. Tindak 
pidana penipuan ini berawal ketika Sitti Nurbaya meminta sejumlah uang 
kepada Riola Haya Nur beserta perhiasan emas seberat 31 (tiga puluh 
satu) gram.  Tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan ini 
adalah dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri dengan meminta 
uang dan perhiasan emas dari korban Riola Haya Nur. 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyidik tindak pidana 
penipuan ini mendakwa Perempuan Sitti Nurbaya tersebut diancam 
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 387 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Selain itu terdakwa juga 
diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. 
Ketentuan tindak pidana penipuan termuat dalam Pasal 378 KUHP 
yang menentukan sebagai berikut : 
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama 
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan 
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau 
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun”. 
 
Sedangkan tindak pidana penggelapan diatur dalam ketentuan 
Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa : 
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“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum 
memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan dihukum 
karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 
(empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya 6 (enam) puluh 
rupiah.” 
 
Pelaku tindak pidana penipuan menganggap bahwa hal tersebut 
bukanlah merupakan sebuah penipuan, padahal jika tindakan yang 
dilakukannya itu dikaji lebih dalam ternyata berkaitan dengan hukum, baik 
itu hukum pidana maupun hukum perdata, sehingga aparat penegak 
hukum harus teliti dalam menangani dan menentukan perbuatan tersebut 
tergolong dalam tindak pidana penipuan ataupun wanprestasi sehingga 
menghindari adanya kesalahan dalam penerapan hukumnya serta 
kesalahan dalam pertimbangannya dalam pengambilan keputusan oleh 
Majelis Hakim. 
Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian 
sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut:   
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 
945/Pid.B/2016/PN.Mks ?  
5 
 
 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 945/Pid.B/2016/PN.Mks ?   
 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana penipuan khususnya dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Makassar Nomor : 945/Pid.B/2016/PN.Mks.  
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 945/Pid.B/2016/PN.Mks.  
 
D. Manfaat Penelitian  
a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
dan wawasan mahasiswa, khususnya penulis tentang penerapan 
sanksi pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penipuan 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 945/Pid.B/ 
2016/PN.Mks.  
b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi 
para praktisi hukum, khususnya bagi Hakim dalam menjatuhkan 
putusan dalam perkara tindak pidana penipuan.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Terhadap  Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan 
menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari 
“strafbaar feit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang 
sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut.  
Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan 
pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa 
yang melanggar larangan tersebut.1 
Tindak pidana erupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 
dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang 
merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. 
Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam 
                                                          
1 Moeljatno, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 37.  
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pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan 
pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.2 
Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan 
formal Indonesia, istilah “perisitiwa pidana” pernah digunakan secara 
resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, 
pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu 
kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh 
gejala alam. 3 
Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :4 
 
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum 
dilarang dan diancam dengan pidana.Pengertian perbuatan di 
sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu 
yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang 
bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 
diharuskan oleh hukum)”.  
 
Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat 
dirumuskan sebagai berikut :  
Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum 
yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum.5   
 
 Jonkers merumuskan bahwa :  
                                                          
2 Tri Andrisman. 2009. Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana 
Indonesia. Uviversitas Lampung. Hal. 70. 
3 Wirjono Projodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama, 
Bandung. Hal. 33. 
4 Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
Hal. 49. 
5 Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education, Makassar. Hal 28.  
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Tindak pidana sebagai perisitiwa pidana yang diartikannya 
sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) 
yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 
dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.6 
 
Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari 
oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, 
yaitu :7 
1. Subjek;  
2. Kesalahan;  
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;  
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang 
dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;  
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).  
Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok 
dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan 
pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang 
telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan 
diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan 
asas legalitas (Principle of Legality) yang menentukan bahwa tidak ada 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan 
terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Nullum Delictum Nulla Poena  
Sine Praevia Lege Poenali).   
                                                          
6 Adami Chazawi. 2001. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
Hal. 75. 
7 Amir Ilyas. Op.Cit. 
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2. Jenis-Jenis Tindak Pidana  
Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu 
atau mengklasifikasikan dapat beraneka ragam sesuai dengan kehendak 
yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian 
pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHPidana telah 
mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu 
dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok 
kejahatan dan pelanggaran.8  
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat 
dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III  
 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah 
jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat 
diketahui  dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan 
denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.  
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan tindak pidana materil 
 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang 
dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan 
tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan 
timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat 
                                                          
8 Ibid. 
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penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. 
Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh 
karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana.  
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur 
kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak 
pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.  
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi 
dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi 
 
 Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk 
mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh 
orang yang berbuat. 
Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP 
adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu 
tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak 
murni.Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang 
dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya 
semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. 
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Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak 
pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat 
dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang 
mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak 
berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar benar timbul.  
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi 
dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus 
menerus 
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 
terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat 
saja, disebut juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya, ada tindak 
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak 
pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak 
pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan 
voordurende delicten. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai 
tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.  
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus 
 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 
dalam KUHP sebagai kodifikasi  hukum pidana materil (Buku II dan 
Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak 
pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. 
g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) 
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dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu) 
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk 
berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut 
yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas 
tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan 
nakhoda (pada kejahatan pelayaran).  
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana 
yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak 
diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, 
tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan 
pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak 
mengajukan pengaduan.  
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana 
diperberat dan tindak pidana yang diperingan 
 
Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang 
dibentuk menjadi :  
a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat 
juga disebut dengan bentuk standar;  
b. Dalam bentuk yang diperberat;  
c. Dalam bentuk ringan.   
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Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, 
pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang 
kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut 
kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian 
disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau 
meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau 
faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak 
pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau 
lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.   
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya 
dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif 
dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada 
diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke 
dalamnya segala sesuatu yang terkandung  di dalam hatinya. Unsur 
objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari 
pelaku harus dilakukan. 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :9 
 
1. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);  
                                                          
9 P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakri. 
Bandung. Hal. 193-194. 
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2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti 
yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;  
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam 
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, 
dan lain-lain;  
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat 
dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;  
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana 
menurut Pasal 308 KUHP.  
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai 
berikut :10 
a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid;  
b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri;  
c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.  
Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut 
beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum 
yang tercermin pada bunyi rumusannya.  
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :11 
1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;  
                                                          
10 Adami Chazawi. Op.Cit. Hal. 79. 
11 Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Refika Aditama. 
Bandung. Hal. 98. 
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2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
Undang-Undang;  
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;  
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;  
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.  
Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian 
ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman 
(diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan 
itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.12 
Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, 
yakni :13 
a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);  
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;  
c. Diadakan tindakan penghukuman.  
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut  
paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana  
itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang 
undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur  
yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri  
pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai 
perbuatannya.  
                                                          
12 Ibid. 
13 Adami Chazawi. Op.Cit. Hal. 80.  
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Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis memang 
tampak berbeda dengan paham dualistis. Dari batasan yang dibuat 
Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :14 
a. Perbuatan (yang);  
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);  
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);  
d. Dipertanggungjawabkan.  
Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat 
dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :15 
a. Kelakuan (orang yang);  
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;  
c. Diancam dengan hukuman;  
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);  
e. Dipersalahkan atau kesalahan.  
4. Cara Merumuskan Tindak Pidana  
Buku II dan Buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana 
tertentu. Terkait cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan 
tindak pidana pada kenyataannya memang tidak seragam. Dalam hal ini  
akan dilihat dari 3 (tiga) dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak 
pidana dalam KUHP.16   
a. Cara Pencantuman Unsur-unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana 
                                                          
14 Ibid. Hal. 81.  
15 Ibid.  
16 Ibid. Hal. 115-121. 
17 
 
 
Dapat dilihat bahwa setidak-tidaknya ada 3 (tiga) cara perumusan, 
yaitu :  
1) Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi, dan 
ancaman pidana 
Cara yang pertama ini merupakan cara yang paling 
sempurna, terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam 
bentuk pokok atau standar dengan mencantumkan unsur-unsur 
objektif maupun unsur-unsur subjektif, misalnya Pasal 378 KUHP 
(Penipuan).  
Unsur pokok atau unsur esensial adalah unsur yang 
membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-
unsur ini dapat dirinci secara jelas dan untuk menyatakan 
seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan 
menjatuhkan pidana, semua unsur itu harus dibuktikan dalam 
persidangan.  
2) Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan 
tencantumkan ancaman pidana 
Cara ini merupakan cara yang paling banyak digunakan 
dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana 
yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebutkan 
kualifikasi dalam praktik kadang-kadang terhadap suatu rumusan 
tindak pidana diberi kualifikasi tertentu.  
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3) Hanya mencantumkan kualifikasinya tanpa unsur-unsur dan 
mencantumkan ancaman pidana  
Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini merupakan 
yang paling sedikit. Terdapat pada pasal-pasal tertentu, seperti 
Pasal 351 (1) KUHP tentang Penganiayaan.   
 
 
b. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan 
Dari sudut titik beratnya larangan, dapat dibedakan antara 
merumuskan dengan cara formil dan dengan cara materil.  
1) Dengan Cara Formil   
Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan 
dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan 
tertentu. Jadi, yang menjadi pokok larangan dalam rumusan ini 
adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan 
selesai tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu 
selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung 
pada akibat yang timbul dari perbuatan.  
2) Dengan Cara Materil  
Perumusan dengan cara materil ialah yang menjadi pokok 
larangan tindak pidana yang dirumuskan adalah menimbulkan 
akibat tertentu disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat 
konstitutif. Titik berat larangannya adalah menimbulkan akibat, 
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sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak 
menjadi persoalan.  
Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka 
untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya 
wujud perbuatan, tetapi bergantung pada wujud perbuatan itu 
akibat yang dilarang telah timbul atau belum. Jika wujud perbuatan 
itu telah selesai, namun akibat belum timbul tindak pidana itu belum 
selesai, maka yang terjadi adalah percobaan.   
c. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, 
Bentuk yang Lebih Berat, dan yang Lebih Ringan 
 
1) Perumusan dalam Bentuk Pokok  
Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau 
pembedaan tindak pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) 
dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan. Cara 
merumuskan dapat dibedakan antara merumuskan tindak pidana 
dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yang diperberat dan atau 
yang lebih ringan. Bentuk pokok pembentuk Undang-Undang selalu 
merumuskan secara sempurna dengan mencantumkan semua 
unsur-unsur secara lengkap.   
2) Perumusan dalam Bentuk yang Diperingan dan yang Diperberat  
Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih 
ringan dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk 
pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, 
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melainkan menyebut saja pasal dalam bentuk pokok (Pasal 364, 
373, 379) atau kualifikasi bentuk pokok (Pasal 339, 363, 365) dan 
menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan diperingan atau 
diperberatnya tindak pidana itu. 
 
 
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan 
1. Pengertian Penipuan  
Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, 
terdapat 2 (dua) sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut 
pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian 
yuridis, penjelasannya adalah sebagai berikut :  
a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  
Disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau 
perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan 
maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.17 
Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu 
(mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan 
adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan 
orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu 
perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau 
                                                          
17 http://kbbi.web.id/tipu diakses pada tanggal 25 Mei 2017, pukul 15.43 WITA.  
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bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain 
untuk kepentingan dirinya atau kelompok.  
b. Menurut Pengertian Yuridis  
Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi 
hukum sampai saat inibelum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. 
Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan 
hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat 
dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.  
Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai 
berikut :  
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan 
memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, 
ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk 
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi 
utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.”   
 
Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara 
maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan 
dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada 28 delik 
penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang 
menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus 
mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan 
dakwaan subsidair adalah penggelapan. 
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Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak 
pidana dengan adanya akibat (gevolgsdelicten) dan tindak pidana berbuat 
(gedragsdelicten) atau delik komisi.18 
 
 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan  
 
Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. 
Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan 
dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus.  
Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan 
bedrog atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan 
orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan 
tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :  
a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum 
Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari 
pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan 
ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku 
masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat 
terpenuhi.  
                                                          
18 Andi Hamzah. 2010. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Sinar 
Grafika. Jakarta. Hal. 112.  
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Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk 
menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus 
mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat 
melawan hukum.  
b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan 
(nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan 
rangkaian kebohongan).  
Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara 
cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. 
Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain 
adalah sebagai berikut :  
1) Nama Palsu  
Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan 
dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut 
sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang 
sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat 
dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.  
2) Tipu Muslihat  
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan 
kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada 
orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan 
atau tindakan.  
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3) Martabat atau Keadaan Palsu  
Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana 
seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu 
keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada 
orang yang ada dalam keadaan tersebut.  
 
 
4) Rangkaian Kebohongan  
Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat 
penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 
Maret 1926, bahwa :  
Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai 
kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian 
rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan 
yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan 
suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu 
kebenaran.19  
 
Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun 
sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis 
dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau 
membenarkan kata orang lain.  
5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau 
memberi utang, atau menghapus utang.  
                                                          
19 Bastian Bastari. 2011. Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan. Makassar. Hal. 40.  
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Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk 
menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara 
alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini  dipertegas oleh 
Hoge Raad dalam Arrest 25 Agustus 1923, bahwa :20  
Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya 
yang diunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. 
Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat 
penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup 
terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena 
dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi 
yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal 
sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat 
penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa 
seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu 
barang.   
 
C. Pidana dan Pemidanaan  
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan  
Berikut ini merupakan pengertian pidana menurut beberapa 
ahli/pakar hukum diantaranya :  
Van Hamel mengatakan bahwa :21 
Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa 
ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari 
ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang 
harus ditegakkan oleh Negara. 
 
Menurut Simons bahwa :22 
                                                          
20 Ibid. 
21 P.A.F Lamintang. 1997 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 
Bandung. Hal. 47. 
22 Ibid. Hal. 48.  
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Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang 
pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu 
norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan 
bagi seseorang yang bersalah. 
 
Menurut Algranjanssen :23 
 
Pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa 
(hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan 
suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari 
penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagaimana dari 
perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas 
nyawa, kebebasan, dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia 
telah tidak melakukan suatu tindak pidana.   
Pidana dibedakan menjadi pidana formil dan pidana materiil. 
Demikian merupakan pengertian pidana formil dan pidana materiil 
menurut beberapa ahli / pakar hukum diantaranya :  
J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai 
berikut :24 
Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan 
itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana 
seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus 
diperhatikan pada kesempatan itu.  
 
Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya 
hukum pidana, oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian pengaturan 
yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, 
yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna 
mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.  
                                                          
23 Ibid.  
24 Amir Ilsyas. Op.Cit. Hal. 9.  
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Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum 
pidana formil sebagai berikut :25 
Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi 
pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang 
yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas 
pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan 
aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum 
pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-
orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana 
hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan 
hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.   
 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak 
terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan 
yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana 
materil.  
Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” 
pada umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan “pemidanaan” 
diartikan sebagai penghukuman.  
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk 
memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Sudarto yang menyebutkan bahwa :26  
                                                          
25 Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 
2. 
 
26 M. Taufik Makarao. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Kreasi Wacana. 
Yogyakarta. Hal. 16. 
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Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu 
tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi 
juga perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat disempitkan 
artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau 
pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.   
 
Meskipun Wetboek van Strarecht peninggalan penjajah belanda 
sudah tidak terpakai lagi dinegara kita ini, tapi sistem pemidanaannya 
masih tetap kita gunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktik 
pelaksanaannya sudah sedikit berbeda.  
Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang 
biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan 
sekarang yakni dalam KUHP :  
1) Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam 
tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah 
dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. 
Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok 
penjara. 
2) Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk 
kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.   
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, 
dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 
mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, 
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dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori 
konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat 
tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 
melakukan kejahatan serupa.  
Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 
bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai 
upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai 
upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.   
2. Jenis-Jenis Pidana  
Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, hukum Pidana 
Indonesia hanya mengenal dua penggolongan pidana, yaitu:   
a. Pidana Pokok terdiri dari :  
1. Pidana Mati;  
2. Pidana Penjara;  
3. Kurungan;  
4. Denda. 
b. Pidana Tambahan terdiri dari :  
1. Pencabutan hak-hak tertentu;  
2. Perampasan barang-barang tertentu; 
3. Pengumuman Putusan Hakim. 
Penjelasan mengenai jenis-jenis pidana tersebut di atas adalah 
sebagai berikut :  
a. Pidana Pokok 
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1. Pidana Mati  
Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak 
yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. 
Karena pidana ini merupakan pidana yang terberat, yang 
pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi 
manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, 
maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat 
pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang 
pidana mati itu sendiri.  
Kelemahan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka 
dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis 
pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian 
ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan 
terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, maupun kekeliruan 
terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan 
dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.  
Dalam KUHPidana, kejahatan yang diancam pidana mati 
hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat 
saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti kejahatan 
kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 
ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo. Pasal 129), kejahatan-kejahatan 
pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan 
faktor-faktor pemberat (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340), kejahatan 
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terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat 
memberatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2)), kejahatan 
kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444).  
Selain itu, pembentuk KUHPidana sendiri telah memberikan 
suatu isyarat bahwa pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak 
boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang 
diancam dengan pidana mati, selalu diancam juga dengan pidana 
alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun.  
2. Pidana Penjara  
Andi Hamzah menegaskan bahwa :27 
Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa 
kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana 
kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk 
pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.  Pidana 
seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada 
ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau 
penjara dua puluh tahun).   
Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa :28 
Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana 
berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang 
terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut 
dalam sebuah Lembaga Permasyarakatan dengan 
mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata 
tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan yang 
dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang 
telah melanggar peraturan tersebut.   
 
                                                          
27 Amir Ilyas. Op.Cit. Hal. 110. 
28 Ibid.  
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Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka 
secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga 
ikut terbatasi, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya 
dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-
lain.  
3. Pidana Kurungan  
 Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan 
urutan ketiga dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini 
ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya 
pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP, yang 
ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibahwah pidana 
mati dan pidana penjara.  
Niniek Suparni mengemukakan :29 
“Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman 
perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan 
hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya 
sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan 
kemerdekaan seseorang”.   
 
4. Pidana Denda  
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih 
tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana 
denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda 
tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang 
                                                          
29 Niniek Suparni. 2007. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem 
Pemidanaan.  Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 23.  
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tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 
dipidana.   
P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa: 30 
Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II 
KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan 
maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga 
diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun 
secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif 
dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.  
 
Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain 
selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana 
pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh 
orang atas nama terpidana.  
b. Pidana Tambahan   
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah 
pidana pokok yang dijatuhkan, tidak dapat berdiri sendiri kecuali 
dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu.  
Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan 
tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah 
bersifat accecories yang mengikut pada pidana pokok. Ada hal-hal 
tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 
250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHAP.   
D. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim  
1. Pengertian Putusan Hakim  
                                                          
30 Amir Ilyas. Op.Cit. Hal. 114.  
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Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah 
“putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara 
pidana. Dengan adanya “putusan hakim” diharapkan para pihak dalam 
perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian 
hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat memersiapkan langkah 
berikutnya, yaitu menerima putusan, melakukan upaya hukum banding 
atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.  
Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Leden Marpaung adalah 
“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 
dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat 
berbentuk tertulis maupun lisan.”31  
Bab I angka 11 KUHAP menyebutkan “Putusan Pengadilan” 
adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini.”   
Pengertian putusan pengadilan menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari 
visi teoretik dan praktik adalah :32 
Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 
persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah 
melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada 
umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau 
pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk 
tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.  
                                                          
31 Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, dan 
Permasalahannya.  PT.  Alumni,  Bandung.  Hal. 202.  
32 Ibid.  
35 
 
 
 
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim  
a. Putusan Bebas (Vrijspraak)  
Secara teoretik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa 
Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “Vrijspraak”, sedangkan 
dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “Acquittal”.  
Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa 
dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa atau Penuntut Umum 
dalam surat dakwaan. Putusan bebas dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh 
karena dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa 
atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum.33 
Akan tetapi, menurut penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 191 
(1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak 
cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Secara 
yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim 
setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan 
bahwa : 
1. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian 
menurut Undang-Undang secara negative (negatieve wettelijke 
                                                          
33 Ibid. Hal. 203.  
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bewijs theorie) sebagaimana dianut dalam KUHAP. Jadi, pada 
prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak cukup 
membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin 
terhadap kesalahan tersebut.  
2. Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian 
yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah terpenuhi, tetapi Majelis 
Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.34 
 
b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag van alle 
Rechtsvervolging) 
 
Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang 
putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle 
Rechtsvervolging).  
Pada pasal tersebut di atas, putusan pelepasan dari segala 
tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa : “Jika pengadilan 
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 
terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka 
terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”   
Dengan demikian bahwa titik tolak ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP 
ditarik suatu konklusi dasar bahwa pada putusan pelepasan, tindak pidana 
yang didakwakan oleh Jaksa atau Penuntut Umum memang terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat 
                                                          
34 Ibid. Hal. 207.  
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dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan 
“perbuatan pidana".   
c. Putusan Pemidanaan (Veroordeling)  
Putusan pemidanaan atau “Veroordeling” pada dasarnya diatur 
dalam Pasal 193 (1) KUHAP dengan redaksional bahwa : “Jika pengadilan 
berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”   
Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah 
yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan 
bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat 
dakwaan. Hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP. 
Selain itu, jika dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, terdakwa 
tidak dilakukan penahanan, maka dapat diperintahkan Majelis Hakim 
supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan 
itu diancam dengan pidana penjara lima Tahun atau lebih, atau apabila 
tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 (4) huruf 
b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. 
Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan 
dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau 
membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 
Ayat 2 KUHAP).   
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan  
a. Pertimbangan Yuridis  
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Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih 
putusan bebas (vrijspraak), hakim harus benar-benar menghayati arti 
amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan 
fungsi dan kewenangannya masing-masing.  
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa :35 
 
 Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat 
menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan 
sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut 
umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar 
atau diktum putusan hakim.   
 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah pendapat atau 
alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara. 
Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum 
pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan 
menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan 
konklusi komulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan 
barang bukti.  
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat 
dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni :36 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal 
                                                          
35 Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik 
Penyusunan,dan Permasalahannya. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 193.  
36 Ibid. Hal. 194.  
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yang harus dimuat di dalam putusan.Pertimbangan nonyuridis 
dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan 
terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. 
 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi 
kejadian (locus delicti), waktu kejadian (tempus delicti), dan modus operan 
tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan.  
Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung  atau tidak langsung 
dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.  
Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah 
putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan 
korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-
unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan 
meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. 
Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus 
menguasai aspek teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi 
kasus yang ditangani kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.  
Setelah diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara 
lain :37 
                                                          
37 Ibid. Hal. 196.  
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1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara 
detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari 
penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.  
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara 
selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi 
terdakwa atau penasihat hukum. 
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan 
pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.                                                 
Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang 
dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan 
berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, 
terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah 
dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya.Hal-hal yang bersifat 
meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap 
baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa 
masih muda, dan lain sebagainya.  
b. Pertimbangan Sosiologis  
Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang 
dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya : 
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya”.   
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Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, 
maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah 
satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di negara 
ini dapat terpenuhi.  
Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
yang berkaitan dengan masalah ini adalah : “Hakim sebagai penegak 
hukum menurut Pasal 5 (1) Undang-Undang No. 48  Tahun 2009 bahwa 
“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.   
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar 
putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, 
hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup 
di kalangan rakyat sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah 
masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami 
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan 
hukum dan rasa keadilan masyarakat.  
Berkaitan dengan hal tersebut, di kalangan praktisi hukum terdapat 
kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya 
sekedar sebagai pranata hukum belaka yang penuh dengan muatan 
normatif dan diikuti dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya 
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sangat ideal dan normatif dengan penggunaan kajian moral dan kajian 
ilmu hukum (normatif), pengadilan cenderung dibebani tanggung jawab 
yang teramat berat dan nyaris tidak terwujudkan.  
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah :  
1. Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat.  
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang 
meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.  
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan 
korban.  
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan.  
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.  
Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar 
bagi pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri.Oleh karena itu, semakin 
besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati 
keputusan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, 
harus juga diperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, 
yakni hakim harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan 
oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang 
setimpal dan adil.  
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Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memerhatikan hal hal 
sebagai berikut :  
1. Sifat tindak pidana (apakah itu suatu tindak pidana yang berat atau 
ringan).  
2. Ancaman hukuman tehadap tindak pidana itu.  
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan tindak pidana tersebut (yang 
memberatkan atau meringankan).  
4. Pribadi terdakwa yang menunjukkan apakah dia seorang penjahat 
yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu 
kali ini saja; atau apakah dia seorang yang masih muda ataupun 
seorang yang telah berusia tinggi.  
5. Sebab-sebab untuk melakukan tindak pidana.  
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (apakah dia menyesal 
tentang kesalahannya atau dengan keras menyangkal, meskipun telah 
ada bukti yang cukup akan kesalahannya).  
7. Kepentingan umum.   
c. Pertimbangan Subjektif  
Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh 
Undang-Undang.Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang 
atau beberapa orang).Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan 
agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus 
dipenuhi adalah sebagai berikut :  
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1. Harus ada perbuatan, memang benar ada suatu kegiatan yang 
dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.  
Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat 
dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.  
2.  Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam 
ketentuan hukum.  
Ini dimaksudkan bahwa perbuatan sebagai suatu peristiwa 
hukum yang memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat 
itu. Pelakunya benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan 
pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari 
perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat 
dibedakan bahwa ada perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan 
pelaku pun tidak perlu mempertanggungjawabkan.  
Perbuatan yang tidak dipersalahkan itu dapat disebabkan 
karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam 
melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang 
mengganggu keselamatan dan dalam keadaan darurat.  
3. Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang 
tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan 
oleh ketentuan hukum.  
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4. Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan 
dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata atau jelas 
bertentangan dengan aturan hukum.  
5. Harus tersedia ancaman hukumnya, kalau ada ketentuan ketentuan 
yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu 
perbuatan tertentu dan ketentuan itu memuat sanksi ancaman 
hukumannya. 
Ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas berupa 
maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh pelaku. Apabila 
dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu 
perbuatan tertentu dalam tindak pidana, maka pelaku tidak perlu 
melaksanakan hukuman tertentu.              
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data dan 
informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di Pengadilan Negeri 
Makassar dengan alasan bahwa di lokasi tersebut merupakan instansi 
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penipuan dengan 
perkara Nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian 
hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian 
hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang 
berlaku meliputi Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan 
sebagai bahan hukum sumbernya. 
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Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian 
lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian 
hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung 
dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang 
diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri 
Makassar. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara 
untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dari para pihak yang 
memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.  
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. 
1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari 
sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, 
melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki 
keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.  
2. Data Sekunder, adalah data-data yang sudah ada dan dapat 
mendukung untuk menganalisa serta memahami data primer. 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini 
akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga 
dinamakan penelitian kepustakaan.38  
                                                          
38 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 12-13. 
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Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memerhatikan 
peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para 
sarjana atau ahli hukum. Data sekunder tersebut terdiri dari :  
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu 
Undang-Undang.  
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan 
hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, 
baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun 
pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti.  
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.   
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
1. Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka (library research), 
yaitu buku kepustakaan, artikel, peraturan perundang-undangan, 
yurispudensi, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan 
dalam penelitian ini.  
2. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research), 
yaitu penelitian yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang menjadi 
narasumber (Informan) seperti Hakim di Pengadilan Negeri Makassar 
yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 
945/Pid.B/2016/PN.Mks melalui wawancara.   
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C. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut :  
1. Wawancara  
Penulis melakukan wawancara terhadap narasumber secara 
langsung sebagai sumber informasi untuk mengetahui tanggapan, 
pendapat, keyakinan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
2. Studi Pustaka  
Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab 
permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-
bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji,  baik itu 
bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.   
D. Analisis Data  
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang 
telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran 
kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau 
pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai 
perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder yang 
diperoleh selama melakukan penelitian ini.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 
945/Pid.B/2016/PN.Mks 
Menilai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak 
pidana penipuan serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam 
memutus perkara tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Makassar No. 945/Pid.B/2016/PN.Mks, dibutuhkan paparan 
terlebih dahulu mengenai duduk perkara yakni dimana selanjutnya akan 
dipahami alasan hukum (legal reason) dari pertimbangan hakim tersebut. 
1. Posisi Kasus  
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Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan 
sebagai berikut :  
- Berawal ketika terdakwa SITTI NURBAYA bertemu dengan saksi 
RIOLA telah diguna-gunai oleh orang dan jika tidak segera diobati 
maka saksi RIOLA akan meninggal. Terdakwa kemudian mengatakan 
pada Saksi RIOLA bahwa terdakwa bisa mebgobatinya. Dan sebagai 
persyaratan pengobatan, terdakwa meminta uang sebesar Rp. 
35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan penyerahan uang 
dilakukan secara bertahap, awalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 
kemudian yang kedua saksi RIOLA serahkan lagi kepada terdakwa 
sebesar Ro. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudan 
terdakwa mengembalikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 
selanjutnya Saksi RIOLA menyerahkan uang sebesar Rp. 
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu sebesar Rp. 
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena menurut Terdakwa uang 
senilai Rp. 35.000.000,- (tiga [uluh lima juta rupiah) akan Terdakwa 
simpan dulu di rumahnya untuk dikawaru (disimpan di lemari) untuk 
digunakan belanja makanan agar penyakit yang ada dalam tubuh 
Saksi RIOLA keluar. Uang tersebut Saksi serahkan di Jalan Taman 
Toraja di atas mobil. Selanjutnya, saksi serahkan lagi sebesar Rp. 
5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa 
menyampaikan bahwa untuk digunakan karena ada kecolongan di 
kantornya. Sehingga total keseluruhan yang Saksi serahkan kepada 
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Terdakwa adalah Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu 
rupiah)  serta beberapa buah perhiasan emas milik Saksi RIOLA yang 
menurut Terdakwa untuk disimpan di rumahnya dikawaru 7 (tujuh) 
Jum’at dan setelah 7 (tujuh) Jum’at berlalu Saksi meminta kembali 
perhiasan emas miliknya, namun Terdakwa sampaikan bahwa 
perhiasan emas milik Saksi yang ada dalam lemarinya takut untuk 
mengembalikan pada saksi. Namun setelah saksi mendesak 
Terdakwa untuk menunjukkan perhiasan emas miliknya dan barulah 
Terdakwa mengaku kalau perhiasan emas Saksi telah digadaikan dan 
uang milik saksi juga telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan 
pribadinya.  
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka, Korban mengalami kerugian 
sekira Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan 
perhiasan seberat 31 (tiga puluh satu) gram.  
2. Dakwaan Penuntut Umum  
KESATU :  
Bahwa ia terdakwa SITTI NURBAYA pada sekita bulan 
Desember Tahun 2014 setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 
2014 bertempat dirumah kontrakan Terdakwa di Jalan Towoti Kec. 
Tamalate Kota Makassar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain 
yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu 
atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian 
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang 
ataupun menghapus piutang yaitu terhadap Saksi RIOLA HAYA 
NUR. 
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Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan 
sebagai berikut : 
- Berawal ketika terdakwa SITTI NURBAYA bertemu dengan saksi 
RIOLA telah diguna-gunai oleh orang dan jika tidak segera diobati 
maka saksi RIOLA akan meninggal. Terdakwa kemudian 
mengatakan pada Saksi RIOLA bahwa terdakwa bisa 
mebgobatinya. Dan sebagai persyaratan pengobatan, terdakwa 
meminta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta 
rupiah), dan penyerahan uang dilakukan secara bertahap, awalnya 
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian yang kedua saksi 
RIOLA serahkan lagi kepada terdakwa sebesar Ro. 15.000.000,- 
(lima belas juta rupiah) yang kemudan terdakwa mengembalikan 
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi RIOLA 
menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta 
rupiah) setelah itu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) 
karena menurut Terdakwa uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga [uluh 
lima juta rupiah) akan Terdakwa simpan dulu di rumahnya untuk 
dikawaru (disimpan di lemari) untuk digunakan belanja makanan 
agar penyakit yang ada dalam tubuh Saksi RIOLA keluar. Uang 
tersebut Saksi serahkan di Jalan Taman Toraja di atas mobil. 
Selanjutnya, saksi serahkan lagi sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta 
enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menyampaikan bahwa 
untuk digunakan karena ada kecolongan di kantornya. Sehingga 
total keseluruhan yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah 
Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah)  serta 
beberapa buah perhiasan emas milik Saksi RIOLA yang menurut 
Terdakwa untuk disimpan di rumahnya dikawaru 7 (tujuh) Jum’at 
dan setelah 7 (tujuh) Jum’at berlalu Saksi meminta kembali 
perhiasan emas miliknya, namun Terdakwa sampaikan bahwa 
perhiasan emas milik Saksi yang ada dalam lemarinya takut untuk 
mengembalikan pada saksi. Namun setelah saksi mendesak 
Terdakwa untuk menunjukkan perhiasan emas miliknya dan 
barulah Terdakwa mengaku kalau perhiasan emas Saksi telah 
digadaikan dan uang milik saksi juga telah habis Terdakwa 
gunakan untuk keperluan pribadinya.  
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka, Korban mengalami kerugian 
sekira Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan 
perhiasan seberat 31 (tiga puluh satu) gram.  
Perbuatan terdakwa SITI NURBAYA sebagaimana diatur dan 
diancam Pidana menurut Pasal 378 KUHP.  
 
ATAU 
KEDUA : 
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Bahwa ia terdakwa SITTI NURBAYA pada sekita bulan 
Desember Tahun 2014 setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 
2014 bertempat dirumah kontrakan Terdakwa di Jalan Towoti Kec. 
Tamalate Kota Makassar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain 
yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang 
lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena 
kejahatan yaitu terhadap saksi RIOLA HAYA NUR. 
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan 
sebagai berikut :  
- Berawal ketika terdakwa SITTI NURBAYA bertemu dengan saksi 
RIOLA telah diguna-gunai oleh orang dan jika tidak segera diobati 
maka saksi RIOLA akan meninggal. Terdakwa kemudian 
mengatakan pada Saksi RIOLA bahwa terdakwa bisa 
mebgobatinya. Dan sebagai persyaratan pengobatan, terdakwa 
meminta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta 
rupiah), dan penyerahan uang dilakukan secara bertahap, awalnya 
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian yang kedua saksi 
RIOLA serahkan lagi kepada terdakwa sebesar Ro. 15.000.000,- 
(lima belas juta rupiah) yang kemudan terdakwa mengembalikan 
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi RIOLA 
menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta 
rupiah) setelah itu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) 
karena menurut Terdakwa uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh 
lima juta rupiah) akan Terdakwa simpan dulu di rumahnya untuk 
dikawaru (disimpan di lemari) untuk digunakan belanja makanan 
agar penyakit yang ada dalam tubuh Saksi RIOLA keluar. Uang 
tersebut Saksi serahkan di Jalan Taman Toraja di atas mobil. 
Selanjutnya, saksi serahkan lagi sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta 
enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menyampaikan bahwa 
untuk digunakan karena ada kecolongan di kantornya. Sehingga 
total keseluruhan yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah 
Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah)  serta 
beberapa buah perhiasan emas milik Saksi RIOLA yang menurut 
Terdakwa untuk disimpan di rumahnya dikawaru 7 (tujuh) Jum’at 
dan setelah 7 (tujuh) Jum’at berlalu Saksi meminta kembali 
perhiasan emas miliknya, namun Terdakwa sampaikan bahwa 
perhiasan emas milik Saksi yang ada dalam lemarinya takut untuk 
mengembalikan pada saksi. Namun setelah saksi mendesak 
Terdakwa untuk menunjukkan perhiasan emas miliknya dan 
barulah Terdakwa mengaku kalau perhiasan emas Saksi telah 
digadaikan dan uang milik saksi juga telah habis Terdakwa 
gunakan untuk keperluan pribadinya.  
55 
 
 
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka, Korban mengalami kerugian 
sekira Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan 
perhiasan seberat 31 (tiga puluh satu) gram.  
Perbuatan terdakwa SITI NURBAYA sebagaimana diatur dan 
diancam Pidana menurut Pasal 372 KUHP.  
 
3. Tuntutan Penuntut Umum  
Penuntut umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya 
memohon majenis hakim agar menjatuhkan putusan :  
1. Menyatakan bahwa terdakwa SITTI NURBAYA terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, 
sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP dalam 
dakwaan alternatif kesatu; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITTI NURBAYA dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi 
selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap 
ditahan; 
3. Menerapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) set emas; 
- 1 (satu) pasang cincin kawin dengan batu permata grafir klauas 
dan 1 (satu) polos bermotif ulir; 
- 1 (satu) pasang cincin kawin polos masing-masing 2 (dua) gram; 
- 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) gram; 
- 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 10 (sepuluh) gram dan 
3 (tiga) gram; 
- 3 (tiga) buah cincin anak-anak;  
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- 1 (satu) pasang anting-anting seberat 1,5 (satu koma lima) gram; 
- 1 (satu) buah mainan kalung seberat 1,5 (satu koma lima) gram. 
Dikembalikan kepada RIOLA HAYA NUR dan RAHMATIA.  
4. Menghukum kepada terdakwa agar dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila dipersalahkan 
dan dijatuhi perkara.  
4. Alat Bukti 
Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah 
mengajukan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) set emas; 
- 1 (satu) pasang cincin kawin dengan batu permata grafir klauas 
dan 1 (satu) polos bermotif ulir; 
- 1 (satu) pasang cincin kawin polos masing-masing 2 (dua) gram; 
- 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) gram; 
- 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 10 (sepuluh) gram dan 
3 (tiga) gram; 
- 3 (tiga) buah cincin anak-anak;  
- 1 (satu) pasang anting-anting seberat 1,5 (satu koma lima) gram; 
- 1 (satu) buah mainan kalung seberat 1,5 (satu koma lima) gram. 
Selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga 
menghadapkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing memberikan 
keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :  
1. Saksi RIOLA HAYA NUR  
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- Bahwa ada kejadian penggelapan/penipuan terhadap saksi; 
- Bahwa koronologis penipuan tersebut, awalnya saksi kenal dengan 
terdakwa di rumah Rahmatia karena terdakwa ingin bertemu 
dengan saksi yang diinformasikan oleh anak Rahmatia yang 
bernama Sul, lalu kami berttemu bersama-sama dengan saksi, 
Terdakwa, Rahmatia, Tatong dan Sul yang mana Terdakwa 
sebelumnya juga kenal dengan adik sepupu Saksi yang bernama 
Muh. Kamaruddin kemudian terdakwa menyampaikan kepada 
Saksi ingin ke Polmas untuk urusan adik sepupu Saksi ini 
kemudian setelah Terdakwa baik ke Makassar, Terdakwa 
menelpon Saksi untuk melaporkan hasil dari Polmas lalu kami 
bertemu kembali di rumah Rahmatia dan Terdakwa menyatakan 
bertemu dengan keluarga pembantu Saksi, lalu beberapa hari 
kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika ada urusan 
penting untuk disampaikan yang mana terdakwa mengatakan “Hati-
hati Istri dari Bapak kamu sibuk mencari guna-guna untuk kita” lalu 
Saksi jawab “Masa, karena dia itu orang baik” kemudian terdakwa 
mulai membujuk saksi dan saksi akhirnya tebujuk dengan omongan 
Terdakwa untuk pertama kalinya kemudian Terdakwa meminta 
emas dari pada saat itu Saksi memberikan 1 (satu) buah cincin 
yang Terdakwa pakai untuk diletakkan di talenan di atas air, lalu 
beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan 
mengatakan jika emas tersebut tidak cukup dan terdakwa 
mengatakan jika Terdakwa mempunyai emas tetapi ada di 
pegadaian dan untuk ditebus sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas 
juta rupiah) dan nanti dikembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- 
(sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menelpon saksi dan 
mengatakan jika Terdakwa mimpi buruk; 
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian ini, Terdakwa 
pernah meminta uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu 
saksi memberikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 
lalu terdakwa menyatakan kurang emas dan Terdakwa meminta 
emas 1 (satu) set ditambah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 
lalu terdakwa meminta lagi dan mengatakan jika uang kurang 
sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak bisa 
dicicil karena ini masalah nyawa, kemudian Terdakwa saya berikan 
lagi sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) 
dengan cara saksi transfer karena kantor Terdakwa kecolongan;  
- Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata tidak berhasil, pada 
tanggal 10 Februari 2015 suami Saksi meninggal dunia, yang mana 
pada hari Jum’at tanggal 6 Februari 2015 terdakwa menelpon Saksi 
lalu mengatakan dan meminta cincin kawin kemudian besoknya 
kami ke kantor suami saksi untuk lepas air dan cincin yang Saksi 
berikan sampai saat ini masih di Terdakwa;  
- Bahwa Sakasi tidak tahu jika istri bapak Suami mencari guna-guna;  
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- Bahwa apa yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa tidak 
ada yang tahu, karena pada saat diberikan Terdakwa mengatakan 
jangan sampai suami Saksi tahu;  
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluh sakit kepada Terdakwa;  
- Bahwa Saksi dijanjikan kesembuhan selama 9 (sembilan) minggu 
dan Terdakwa hanya memberikan kami air;  
- Bahwa barang-barang milik saksi berupa uang dan emas tidak 
dikembalikan oleh Terdakwa. 
 
2. Saksi RAHMATIA  
- Bahwa ada kejadian penggelapan/penipuan terhadap saksi; 
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, awalnya Terdakwa datang ke 
rumah kemudian Saksi di bilang sakit dan diguna-gunai dan Saksi 
langsung percaya dan kemudian Terdakwa meminta emas untuk 
disimpan di lemari Terdakwa lalu beberapa hari kemudian 
Terdakwa meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 
untuk disimpan di rumah terdakwa selama 7 (tuju) Jum’at dan saya 
berikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan untuk 
kesembuhan tetap kenyataannya Saksi tidak sembuh; 
- Bahwa saksi memberikan kepada Terdsakwa emas berupa : cincin; 
gelang, dan kalung dengan cara 2 (dua) kali penyerahan kepada 
Terdakwa;  
- Bahwa barang-barang milik Saksi berupa uang dan emas tidak 
tidak dikembalikan oleh Terdakwa. 
 
3. Saksi TATONG  
- Bahwa ada kejadian penggelapan/penipuan terhadap saksi; 
- Bahwa ada kronologis kejadian tersebut, pada saat itu saksi 
sementara jaga di poas Saksi didatangi oleh Terdakwa sambil 
menangis dan mengatakan jika Terdakwa didatangi oleh nenek 
moyang istri Saksi dan meminta untuk diobati dan setelah berbuka 
puasa Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya dan membawanya 
ke rumah untuk mengobati istri saksi karena penjelasan dari 
Terdakwa hanya Terdakwa yang bisa mengobati baru bisa 
sembuhh; 
- Bahwa istri Saksi sakit pada bagian perutnya; 
- Bahwa pemberian-pemberian yang diberikan oleh istri Saksi, Saksi 
tahu;  
- Bahwa istri Saksi tidak sembuh.  
 
4. Saksi AMAL MARUF, SE.  
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- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi 
sehubungan dengan barang yang digadaikan oleh Terdakwa;  
- Bahwa terdakwa adalah nasabah di kantor Saksi;  
- Bahwa cincin, gelang, kalung liontin total emas yang digadaikan 
oleh Terdakwa kurang lebih sebnayak 142 (seratus empat puluh 
dua) gram;  
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan barang tersebut hanya 
diminta fotocopy KTP;  
- Bahwa atas barang yang digadaikan tersebut ada surat gadai dan 
terakhir Saksi lihat dibawa oleh pihak Korban, yang mana surat 
gadai tersebut 1 (satu) ada di pegadaian dan 1 (satu)-nya ada di 
pihak Korban;  
- Bahwa (foto barang bukti surat gadai dan emas diperlihatkan); betul 
barang bukti tersebut;  
- Bahwa total nilai gadai dari Terdakwa sebesar Rp. 51.000.000,- 
(lima puluh satu juta rupiah), yang diterima oleh terdakwa secara 
bertahap.  
 
5. Amar Putusan  
Adapun amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar 
No. 945/Pid.B/2016/PN.Mks adalah sebagai berikut : 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa SITTI NURBAYA terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” dalam 
dakwaan alternatif kesatu;  
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.  
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang 
dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, 
5. Memerintahkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) set emas; 
- 1 (satu) pasang cincin kawin dengan batu permata grafir klaus dan 
1 (satu) polos bermotif ulir; 
- 1 (satu) pasang cincin kawin polos masing-masing 2 (dua) gram; 
- 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) gram; 
- 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 10 (sepuluh) gram dan 
3 (tiga) gram; 
- 3 (tiga) buah cincin anak-anak;  
- 1 (satu) pasang anting-anting seberat 1,5 (satu koma lima) gram; 
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- 1 (satu) buah mainan kalung seberat 1,5 (satu koma lima) gram. 
Dikembalikan kepada Saksi AMAL MARUF, S.E;  
 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
6. Komentar Penulis 
Hukum pidana dalam arti luas, terdiri atas 2 (dua) yaitu, hukum 
pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah 
menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta 
hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Dalam pengertian hukum 
materil perhatian ditujukan kepada isi peraturan. Sedangkan, hukum 
pidana formil menunjukkan cara/pedoman mempertahankan atau 
menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam perselisihan maka hukum 
formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Hukum formil 
disebut pula hukum acara.39  
Dalam uraian tersebut jelaslah bahwa hak negara dalam memidana 
haruslah berdasarkan hukum pidana materil, dan karena itu adanya Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memungkinkan 
berlakunya hukum pidana materil dalam kenyataan.40 
Terkait dengan penelitian ini, penulis selanjutnya meninjau 
penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana penipuan 
yang dilakukan oleh SITTI NURBAYA terhadap RAHMATIA dan RIOLA 
HAYA NUR. Pertama-tama ditinjau dari dakwaan penuntut umum. 
                                                          
39 http://www.kabarhukum.com/2015/07/01/pengertian-hukum-materil-dan-hukum-formil/ 
diakses tanggal 1 Agustus 2017, pukul 15.15 WITA. 
40 Zainal Abidin Farid. 2014. Hukum Pidana I. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 2. 
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Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena 
berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan, hakim akan memeriksa 
perkara tersebut. Untuk dapat diajukan ke pengadilan, suatu surat 
dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. 
Adapun surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum 
mengunakan surat dakwaan alternatif, yaitu Pasal 378 KUHP yang 
merupakan dakwaan kesatu, dan Pasal 372 KUHP sebagai dakwaan 
kedua, dimana Majelis Hakim harus memilih salah satu pasal yang 
didakwakan untuk menentukan dakwaan yang terbukti dilakukan oleh 
terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang berungkap di dalam persidangan. 
Terdakwa SITTI NURBAYA dalam perkara ini didakwa berdasarkan 
dakwaan pertama, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang menentukan 
bahwa :  
Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai 
nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu 
muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan 
bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu 
barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum 
karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 
(empat) tahun. 
  
Guna untuk menanggapi hal tersebut, penulis selanjutnya 
melakukan wawancara dengan Ardianty, Jaksa Penuntut Umum dalam 
Perkara No. 945/Pid.B/2016/PN.Mks yang menerangkan sebagai     
berikut :41 
                                                          
41 Wawanacara dengan Ardianty, Jaksa Penuntut Umum, Pada Pengadilan Negeri 
Makassar, tanggal 15 Juli 2017. 
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Pasal yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum adalah sudah 
tepat yaitu Terdakwa SITTI NURBAYA telah melanggar 
ketentuan Pasal 378 KUHP sehingga sudah sepatutnya 
dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) 
bulan. Dikatakan sudah tepat karena dengan melihat tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian dikaitkan 
dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, 
adalah semuanya telah terpenuhi. 
 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ardianty, dapat 
diketahui bahwa berdasarkan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, 
penjatuhan pidana terhadap terdakwa Sitti Nurbaya yang mengacu pada 
ketentuan Pasal 378 KUHP dianggap sudah tepat. Hal ini didasarkan 
dengan melihat unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 378 
KUHP tersebut dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan 
oleh Terdakwa Sitti Nurbaya semuanya telah terpenuhi. 
Berikut ini penulis akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana 
penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP dalam kaitannya 
dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Sitti 
Nurbaya :  
1. Unsur barang siapa 
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang 
sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku pindak pidana. 
Sebagaimana telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut 
Umum, yaitu SITTI NURBAYA yang setelah melalui pemeriksaan di 
tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di 
persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan-
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keterangan saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat 
disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah 
benar Terdakwa SITTI NURBAYA, orang yang dimaksud oleh 
Penuntut Umum dengan identitas terdakwa sebagaimana diuraikan 
dalam surat dakwaan.  
Selanjutnya, apabila ditinjau secara subjektif, Terdakwa SITTI 
NURBAYA berdasarkan fakta di persidangan ditemukan bahwa 
Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, 
baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya 
penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat 
mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjdi di persidangan. 
Secara subjektif, Terdakwa SITTI NURBAYA adalah orang yang 
memiliki mens rea42 sehingga ia mampu bertanggungjawab atas 
perbuatan yang dilakukannya.  
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau 
orang lain dengan melawan hak 
Adapun maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau 
orang lain dengan melawan hak dapat dibuktikan dengan perbuatan 
terdakwa yang sebagaimana dikenal sebagai paranormal (orang 
yang mendoakan) telah menjanjikan untuk mengibati Saksi 
RAHMATIA yang mengeluh sakit pada bagian perut, dan untuk itu 
Terdakwa mengatakan sakit Saksi RAHMATIA disebabkan karena 
                                                          
42 Mens Rea : Pertanggungjawaban Pidana; Kemampuan bertanggungjawab.  
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diguna-gunai. Untuk itu, Terdakwa SITTI NURBAYA meminta 
imbalan berupa perhiasan emas untuk dipakai ritual, yang mana 
emas tersebut untuk disimpan di lemari Terdakwa lalu beberapa hari 
kemudian Terdakwa meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta 
rupiah) untuk disimpan di rumah Terdakwa selama 7 (tujuh) Jum’at 
dan Saksi RAHMATIA diberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 
tiap bulan, tetapi kenyataannya Saksi RAHMATIA tidak sembuh. 
Sedangkan, kepada Saksi RIOLA HAYA NUR, terdakwa 
mengatakan “Hati-hati istri dari bapak kamu sibuk mencari guna-
guna untuk kita” dimana selanjutnya Saksi RIOLA HAYA NUR 
terbujuk dengan omongan Terdakwa tersebut dan kemudian mau 
menyerahkan perhiasan emas dan sejumlah uang kepada terdakwa 
untuk ritual. Namun, ternyata, perhiasan emas dan sejumlah uang 
telah digadaikan dan uang yang diterima Terdakwa juga telah habis 
digunakan untuk keperluan pribadinya.  
Adanya perbuatan terdakwa yang menakuti-nakuti Saksi 
RAHMATIA dan Saksi RIOLA HAYA NUR dan kemudian meminta 
uang serta perhiasan kepada Saksi RAHMATIA dan Saksi RIOLA 
HAYA NUR yang dikatakan untuk tujuan ritual menunjukkan suatu 
perbuatan yang melawan hak dan adanya tujuan untuk 
menguntungkan dirinya sendiri. 
3. Unsur dengan memakai nama atau keadaan palsu dengan 
menggunakan akal tipu muslihat atau dengan perkataan bohong 
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Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu dengann 
menggunakan tipu muslihat dengan perkataan bohong dapat dilihat 
pada tindakan Terdakwa SITTU NURBAYA yang mengaku dirinya 
sebagai paranormal (orang yang mendoakan), yang dengan ritual 
menggunakan emas perhiasan dan yang dapat menyembuhkan sakit 
yang diderita oleh Saksi RAHMATIA maupun menangkal guna-guna 
yang ditujukan kepada Saksi RIOLA HAYA NUR. Adapun rangkaian 
kebohongan lain juga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi 
TATONG (suami Saksi RAHMATIA) yaitu dengan mendatangi Saksi 
TATONG dalam keadaan menangis dan mengatakan jika Terdakwa 
didatangi oleh nenek moyang istri saksi dan meminta untuk diobati 
dan hanya Terdakwa yang bisa mengobati istri saksi agar bisa 
sembuh.  
Dengan demikian, berdasarkan rangkaian kejadian yang telah 
dibuktikan di persidangan, dapat diketahui bahwa untuk mendoakkan 
perhiasan emas maupun uang dari Saksi RAHMATIA dan Saksi 
RIOLA HAYA NUR tersebut, terdakwa telah menggunakan daya 
upaya yang dapat dikategorikan sebagai akan dan tipu muslihat 
serta rangkaian kebohongan.  
4. Unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang 
Tindakan membujuk yang dilakukan oleh terdakwa SITTI 
NURBAYA dilakukan dengan cara menakut-nakuti para korban. 
Terhadap Saksi RAHMATIA dan suaminya (Saksi TATONG), 
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terdakwa mengatakan bahwa sakit perut yang dialami oleh Saksi 
RAHMATIA tidak akan sembuh apabila bukan terdakwa yang 
mengobatinya dan akan menyebabkan meninggal dunia sehingga 
korban menyerahkan barang berupa emas dan uang tunai miliknya. 
Sedangkan, terhadap Saksi RIOLA HAYA NUR, Terdakwa 
meminta Saksi untuk memberikan uang Rp. 20.000.000,- (dua 
puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyatakan meminta emas 1 
(satu) set ditambah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu 
terdakwa meminta lagi dan mengatakan jika uang kurang sebesar 
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak bisa dicicil 
karena ini “masalah nyawa”, kemudian Saksi RIOLA HAYA NUR 
berikan lagi sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu 
rupiah) dengan cara Saksi RIOLA HAYA NUR transfer. 
Adanya daya upaya yang dilakukan oleh Terdakwa SITTI 
NURBAYA agar para korbannya mau menyerahkan uang dapat 
disimpulkan bahwa unsur keempat “membujuk orang supaya 
memberikan sesuatu barang” juga telah terpenuhi.  
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, apabila ditinjau 
dari segi unsur-unsur tindak pidana secara keseluruhan telah memenuhi 
unsur-unsur Pasal 378 KUHP, dimana selanjutnya Terdakwa SITTI 
NURBAYA, berdasarkan surat dakwaan penuntut umum didakwa dengan 
pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Oleh 
karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum pidana materil 
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dalam perkara pidana No. 945/Pid.B/2016/PN.Mks sebagaimana dalam 
surat dakwaan penuntut umum dalam adalah sudah tepat, tinggal 
bagaimana hakim selanjutnya memutuskan dan mengadili Terdakwa.  
Penulis berpandangan bahwa apabila ditinjau dari segi kategori 
tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada dasarnya 
merupakan tindak pidana yang tergolong dalam kategori berat, yaitu 
dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 378 KUHP. Namun, berdasarkan 
dakwaan penuntut umum, sanksi pidana yang didakwakan kurang dari ½ 
sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 378 KUHP tersebut, 
yakni hanya selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.  
Menanggapi hal tersebut, Ardianty, Jaksa Penuntut Umum 
menjelaskan bahwa :43 
Penjatuhan sanksi dikembalikan pada otoritas hakim dalam 
pertimbangannya, dimana pada prinsipnya Jaksa Penuntut 
Umum dalam menerapkan sanksi pidana harus sebanding 
dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan harus pula 
mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri 
(jiwa raga) Terdakwa.  
 
Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 
penjatuhan sanksi pidana penjara merupakan suatu kewenangan yang 
diemban hakim yang dipengaruhi oleh pertimbangannya dalam memutus 
suatu perkara meskipun pada dasarnya penuntut umum telah mengajukan 
dakwaan pidana penjara terhadap Terdakwa. Dijeratnya Terdakwa SITTI 
                                                          
43 Wawanacara dengan Ardianty, Jaksa Penuntut Umum, Pada Pengadilan Negeri 
Makassar, tanggal 15 Juli 2017. 
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NURBAYA atas tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 1 
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dalam dakwaan penuntut 
umum karena dalam pertimbangannya, penuntut umum juga 
mempertimbangkan bobot kesalahan terdakwa yang harus sebanding 
dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, disamping dalam 
menerapkan/menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan segi 
manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa.  
Setelah melihat pertimbangan-pertimbangan penuntut umum dalam 
penerapan hukum pidana materil dalam menyelesaikan perkara pidana 
No. 945/Pid.B/2016/PN.Mks pada dasarnya sudah tepat, dimana selain 
melihat pada unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam perkara 
tersebut, penuntut umum dalam menetapkan dakwaan pidana penjara 
juga menyesuaikan sanksi pidana yang dijatuhkan dengan bobot 
kesalahan terdakwa serta mempertimbangkan manfaat dan kerusakan 
terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa.  
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 945/Pid.B/2016/PN.Mks 
 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan  terwujudnya   nilai   dari   suatu   putusan   hakim yang 
mengandung keadilan  (ex  aequo  et  bono) dan  mengandung  kepastian 
hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 
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bersangkutan  sehingga  pertimbangan  hakim  ini  harus  disikapi  dengan  
teliti, baik, dan cermat.44 
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan 
dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus 
menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 
kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan 
menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru 
dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. 
1. Pertimbangan Hakim  
Menimbang bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut, 
terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;  
Menimbang bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang 
meringankan (a decharge), meskipun kepadanya diberikan kesempatan 
untuk itu;  
Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di 
persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :  
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, awalnya Terdakwa kenal 
dengan Rahmatia yang mana Terdakwa lupa kapan waktunya 
namun masih dalam tahun 2014 dan pada saat itu Terdakwa 
dikenal sebagai paranormal (orang yang mendoakan) kemudian 
Terdakwa menyarakan Rahmatia untuk didoakan katena pada saat 
itu mengheluh sakit pada bagian perut ke,mudain terdakwa 
meminta imbalan tetapi bukan untuk Terdakwa ambil melainkan 
untuk dipakai ritual; 
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Rahmatia, pada saat itu 
terdakwa datang ke tempat kerja Pak Tatong dan menyatakan jika 
istrinya lagi sakit dan dijawab oleh Pak Tatong betul, kemudian Pak 
Tatong menjemput terdakwa di rumah untuk ke rumahnya;  
- Bahwa Terdakwa kenal dentgan Riola Haya Nur;  
- Bahwa enas yang Terdakwa minta kepada korban tersebut 
Terdakwa fungsikan untuk rutual lalu beberapa minggu kemudian 
emas-emas tersebut terdakwa gadaikan;  
- Bahwa emas-emas tersebut adalah milik Terdakwa, Riola dan 
Rahmatia;  
                                                          
44 Mukti Arto 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Penerbit : Pustaka 
Belajar, Yogyakarta. Hal. 140.  
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- Bahwa Terdakwa semua yang menerima uang hasil gadai tersebut; 
- Bahwa sewaktu Terdakwa menggadaikan emas-emas tersebut, 
Terdakwa tidak meminta izin kepada mereka dan nanti 3 (tiga) 
minggu berjalan baru Terdakwa sampaikan tetapi mereka meminta 
untuk ditebus;  
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Riola Haya Nur sebesar 
Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan kepada Rahmatia 
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal; 
- Bahwa uang Terdakwa pergunakan untuk keperluan anak 
Terdakwa yang sementara sakit. 
Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang 
bukti dalam perkara ini, dimana Terdakwa menyatakan mengenali barang 
bukti tersebut;  
Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana 
termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan 
dianggap telah termuat dalam putusan ini;  
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, 
sebagai berikut :  
KE SATU    : melanggar Pasal 378 KUHP; 
ATAU KEDUA : melanggar Pasal 372 KUHP; 
Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi 
pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah 
menurut undang-udnang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang 
dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang 
didakwakan atau dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);  
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling 
bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga 
berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain 
tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya 
barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian; 
Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-
saksi dan keterangan Terdakwa, yang didukung dengan adanya barang 
bukti tersebut, Majelis Hakim sapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang 
terbukti dalam perkara ini sebagai berikut :  
1. Bahwa benar kejadiannya sekitar bulan Desember 2014 bertempat 
di rumah Saksi Rahmatia di Jalan Kampung Tanjung  Malaka; 
2. Bahwa benar Terdakwa dikenal Saksi RAHMATIA sebagai 
paranormal (orang yang mendoakan). Dalam perkenalannya itu, 
terdakwa datang ke tempat kerja Saksi TATONG (suami saksi 
RAHMATIA) sambil menangis dan mengatakan jika terdakwa 
didatngi oleh nenek moyang istri Saksi TATONG yaitu Saksi 
RAHMATIA dan meminta untuk diobati; 
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3. Bahwa benar dan setelah berbua puasa Saksi TATONG 
menjemput Terdakwa di rumahnya dan membawa ke rumahnya 
untuk mengobati Skasi RAHMATIA karena penjelasan dari 
Terdakwa hanya Terdakwa yang bisa mengobatinya baru bisa 
sembuh;  
4. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi TATONG, Terdakwa 
menyarankan Saksi RAHMATIA untuk didoakan karena Saksi 
RAHMATIA pada saat itu mengeluh sakit pada bagian perut, dan 
untuk itu Terdakwa mengatakan sakit Skasi RAHMATIA itu karena 
diguna-gunai dan Saksi RAHMATIA langsung percaya; 
5. Bahwa benar untuk mengobati Saksi RAHMATIA tersebut 
Terdakwa meminta imbalan berupa perhiasan emas untuk dipakai 
ritual, yang mana emas tersebut untuk disimpan di lemari Terdakwa 
lalu beberapa hari kemudian terdakwa meminta uang Rp. 
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk disimpan di rumah 
terdakwa selama 7 (tujuh) Jum’at dan Saksi Rahmatia diberikan 
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan, tetapi kenyataannya 
Saksi RAHMATIA tidak sembuh; 
6. Bahwa benar Terdakwa juga berkenalan dengan Saksi RIOLA 
HAYA NUR di rumah Saksi RAHMATIA, dimana waktu itu 
Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi RIOLA HAYA NUR yang 
diinformasikan oleh anak dari Saksi RAHMATIA yang bernama SUL 
dan Terdakwa sebelumnya juga kenal dengan adil sepupu Saksi 
RIOLA HAYA NUR yang bernama MUH. KAMARUDDIN; 
7. Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa bertemu dengan Saksi 
RIOLA HAYA NUR, Saksi RAHMATIA, Saksi TATONG, dan SUL, 
dalam pertemuan itu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada 
Saksi RIOLA HAYA NUR jika ingin ke Polmas untuk urusan adik 
sepupu Saksi RIOLA HAYA NUR yang bernama MUH. 
KAMARUDDIN; 
8. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa balik ke Makassar, 
Terdakwa menelpon Saksi RIOLA HAYA NUR untuk melapor hasil 
dari Polmas, lalu Terdakwa dan Saksi RIOLA HAYA NUR bertemu 
kembali di rumah Saksi RAHMATIA dan Terdakwa menyatakan 
bertemu dengan keluarga pembantu Saksi RIOLA HAYA NUR, lalu 
beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi 
RIOLA HAYA NUR jika ada urusan penting untuk disampaikan 
yang mana Terdakwa mengatakan “Hati-hati istri dari bapak kamu 
sibuk mencari guna-guna untuk kita” tetapi Saksi RIOLA HAYA 
NUR jawab “Masa, karena dia itu orang baik”. 
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mulai membujuk Saksi RIOLA 
HAYA NUR yang akhirnya terbujuk dengan omongan Terdakwa 
untuk pertama kalinya, kemudian Terdakwa meminta emas dan 
pada saat itu Saksi RIOLA HAYA NUR memberikan 1 (satu) buah 
cincin yang Terdakwa pakai untuk diletakkan di talenan di atas air, 
72 
 
 
lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi RIOLA 
HAYA NUR danmengatakan jika emas itu tidak cukup dan 
Terdakwa mengatakan jika Terdakwa mempunyai emas tetapi ada 
di pegadaian dan untuk ditebus sebesar Rp. 15.000.000,- (lima 
belas juta rupiah) dan nanti kembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- 
(sepuluh juta rupiah). 
10. Bahwa Terdakwa kemudian menelepon Saksi RIOLA HAYA NUR 
dan mengatakan jika Terdakwa mimpi buruk; 
11. Bahwa Terdakwa pernah meminta uang Rp. 30.000.000,- (tiga 
puluh juta rupiah) lalu Saksi RIOLA HAYA NUR memberikan uang 
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyatakan 
meminta emas 1 (satu) set ditambah uang Rp. 5.000.000,- (lima 
juta rupiah) lalu terdakwa meminta lagi dan mengatakan jika uang 
kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak 
bisa dicicil karena ini masalah nyawa, kemudian Saksi RIOLA 
HAYA NUR berikan lagi sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam 
ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi RIOLA HAYA NUR transfer 
karena kantor Terdakwa kecolongan;  
12. Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata tidak berhasil, pada 
tanggal 10 Februari 2015 suami Saksi RIOLA HAYA NUR 
meninggal dunia, padahal pada hari Jum’at tanggal 6 Februari 2015 
Terdakwa menelpon Saksi RIOLA HAYA NUR lalu mengatakan dan 
meminta cincin kawin kemudian besoknya Saksi RIOLA HAYA 
NUR dan Terdakwa datang ke kantor suami Saksi RIOLA HAYA 
NUR untuk lepas air dan cincin yang Saksi RIOLA HAYA NUR 
berikan sampai saat ini masih di terdakwa;  
13. Bahwa total keseluruhan yang yang diakui Terdakwa diperoleh dari 
Saksi RIOLA HAYA NUR sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima 
juta rupiah) dan Saksi RAHMATIA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua 
puluh lima juta rupiah); 
14. Bahwa setelah 7 (tujuh) Jum’at berlalu Saksi RIOLA HAYA NUR 
meminta kembali perhiasan emas miliknya, namun Terdakwa 
sampaikan bahwa perhiasan emas milik Saksi RIOLA HAYA NUR 
ada di dalam lemarinyatakut untuk mengembalikan pada Saksi 
RIOLA HAYA NUR, namun setelah Saksi RIOLA HAYA NUR 
mendesak terdakwa untuk menunjukkan perhiasan emas miliknya, 
barulah Terdakwa mengaku kalau perhiasan emas tersebut telah 
digadaikan dan uang yang diterima Terdakwa juga telah habis 
Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya; 
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RIOLA HAYA NUR dan 
Saksi RAHMATIA mengalami kerugian sekirat Rp. 50.600.000,- dan 
perhiasan emas seberat 31 (tiga puluh satu) gram. 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersenut memenuhi unsur-
unsur dari pasal yang didakwakan; 
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Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian yang melatar belakangi 
proses penyerahan perhiasan emas dan uang milik Saksi RAHMATIA dan 
Saksi RIOLA HAYA NUR kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim 
berpendapat adalah tepat untuk memeriksa dan mempertimbangkan 
dakwaan alternatif ke satu; 
Menimbang, bahwa tentang dakwaan akternatif ke satu; 
Menimbang, bahwa unsur-unsut Pasal 378, adalah  sebagai  
berikut : 
1. Barang siapa;  
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain dengan melawan hak; 
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, baik 
dengan akal budi dan tipu muslihat, maupun dengan karangan 
perkataan-perkataan bohong; 
4. Membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, 
membuat utang atau menghapuskan piutang; 
 
Menimbang, bahwa unsur pertama “barang siapa”; 
Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa 
saja setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku 
tindak pidana; 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang 
bernama SITTI NURBAYA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat 
penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan 
sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta 
keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang yang 
di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang 
dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas 
Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; 
Menimbang, bahwa dalam hal ini :  
 Secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan 
segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, 
mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya 
tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta 
merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan; 
 Secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atau 
perbuatan yang dilakukannya; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis 
Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi.  
Menimbang, bahwa tenatang unsur kedua “dengan maksud 
kehendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan 
hak”.  
Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” berarti tanpa 
hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan 
hukum. Sedangkan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
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atau orang lain”, dapat dipersamakan dengan pengertian “dengan tujuan” 
yang menurut Majelis Hakim dapat dapat ditafsirkan merupakan 
“kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan dengan makna 
tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, 
sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa 
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;  
Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat 
alternatif, yaitu untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk 
“tujuan menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu 
seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu 
motif yang terkandung dalam unsur ini terpenuhi, maka insur ini 
dinyatakan telah terpenuhi; 
Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang telah 
diuraikan di atas, tidak dapat disangkal lagi, telah terbukti adanya motif 
yang ada pada diri Terdakwa untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” 
dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah “tanpa hak” dan 
“bertentangan dengan hak orang lain”, dalam hal ini adalah Saksi 
RAHMATIA dan Saksi RIOLA HAYA NUR. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan 
maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” telah 
terpenuhi. 
Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “baik dengan memakai 
nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, 
maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”. 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah benar, 
maksud Terdakwa hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan 
hak tersebut, dilakukan Terdakwa dengan cara mengaku dirinya sebagai 
paranormal (orang yang mendoakan), yang dengan ritual menggunakan 
emas perhiasan dan uang dapat menyembuhkan sakit yang diderita Saksi 
RAHMATIA maupun menangkal guna-guna yang ditujukan kepada Saksi 
RIOLA HAYA NUR, pada perhiasan emas tersebut telah digadaikan dan 
uang yang diterima Terdakwa juga telah habis Terdakwa gunakan untuk 
keperluan pribadinya; 
Menimbang, bahwa rangkaian kejadian tersebut telah 
membuktikan, bahwa untuk mendapatkan perhiasan emas maupun uang 
dari Saksi RAHMATIA dan Saksi RIOLA HAYA NUR tersebut, Terdakwa 
telah menggunakan daya upaya yang dapat dikategorikan sebagai akan 
dan tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong; 
Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, 
Majelis Hakim berpendapat unsur “ dengan akal dan tipu muslihat, 
maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” telah terpenuhi; 
Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “membujuk orang 
supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan 
piutang”. 
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Menimbang, bahwa maksud sebagaimana dimaksud disebut pada 
unsur kedua, yakni “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hak” ini harus dilakukan dengan cara 
membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang 
atau menghapuskan piutang”.  
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti 
benar, untuk “maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
dengan melawan hak” tersebut dilakukan Terdakwa yang mengaku dirinya 
paranormal dengan menggerakkan Saksi RAHMATIA dan Saksi RIOLA 
HAYA NUR menyerahkan emas perhiasan dan sejumlah uang untuk 
keperluan ritual;  
Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, 
dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa telah membujuk Saksi RAHMATIA 
dan Saksi RIOLA HAYA NUR supaya memberikan sesuatu barang berupa 
emas dan uang; 
Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas 
Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “membujuk orang supaya 
memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi; 
Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang 
didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka 
Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan 
meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di 
persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan 
dalam dakwaan alternatif ke satu, dengan kualifikasi sebagaimana 
tersebut dalam amar putusan ini; 
Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama 
persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat 
melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau 
membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa 
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;  
Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana 
terhadap diri Terdakwa, Hakim terlebih dahulu harus memperhatikan 
keadaan-keadaan sebagai berikut : 
Keadaan-Keadaan yang memberatkan :  
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RIOLA HAYA NUR dan Saksi 
RAHMATIA mengalami kerugian sebesar Rp. 50.600.000,- dan 
perhiasan emas seberat 31 (tiga puluh satu) gram; 
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; 
Keadaan-Keadaan yang meringankan :  
- Terdakwa bersikap sopan danmengakui terus terang perbuatannya; 
- Terdakwa belum pernah dihukum.  
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut sertta 
mengingat tujuan pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi 
pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, 
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maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang sudah tepat, dan 
adalah tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana 
terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar 
putusan ini; 
Meningat Pasal 378 KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-
peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.  
 
2. Amar Putusan  
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa SITTI NURBAYA terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” dalam 
dakwaan alternatif kesatu;  
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) 
bulan.  
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang 
dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, 
5. Memerintahkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) set emas; 
- 1 (satu) pasang cincin kawin dengan batu permata grafir klaus 
dan 1 (satu) polos bermotif ulir; 
- 1 (satu) pasang cincin kawin polos masing-masing 2 (dua) gram; 
- 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) gram; 
- 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 10 (sepuluh) gram 
dan 3 (tiga) gram; 
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- 3 (tiga) buah cincin anak-anak;  
- 1 (satu) pasang anting-anting seberat 1,5 (satu koma lima) gram; 
- 1 (satu) buah mainan kalung seberat 1,5 (satu koma lima) gram. 
dikembalikan kepada Saksi AMAL MARUF, S.E.;  
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
3. Komentar Penulis 
Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan 
harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya 
berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan 
sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, 
hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan 
itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum 
sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan 
dengan hak asasi dan sumber dari segala hukum.  
Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-
unsur dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa tersebut telah 
memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang di dakwaan oleh 
penuntut umum. Dapat dikatakan pertimbangan-pertimbangan yuridis ini 
secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim. 
Mengadili tindak pidana penipuan sebagaimana dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar No. 945/Pid.B/2016/PN.Mks yang dilakukan 
oleh Terdakwa SITTI NURBAYA terhadap Saksi RAHMATIA dan Saksi 
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RIOLA HAYA NUR terdapat berbagai pertimbangan hakim, baik yang 
meliputi pertimbangan yuridis maupun sosiologis sebelum menjatuhkan 
sanksi pidana. Guna untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang 
hakim dalam menerapkan sanksi pidana dalam menyelesaikan Perkara 
Pidana No. 945/Pid.B/2016/PN.Mks, penulis melakukan wawancara 
dengan Hakim Anggota Imam Surpriyadi, yang menerangkan sebagai 
berikut :45 
Penjatuhan vonis perkara pidana terhadap Terdakwa SITTI 
NURBAYA sudah tepat dengan menggunakan dakwaan 
alternatif kesatu, sebagaimana mengikuti dakwaan penuntut 
umum dalam surat dakwaannya, yakni melanggar ketentuan 
Pasal 378 KUHP, dengan pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) 
bulan pidana penjara karena semua unsur-unsur telah terpenuhi, 
disamping terdakwa juga wajib untuk mengembalikan alat bukti 
perhiasan yang dalam keadaan digadai di pengadilan. 
Ditetapkannya pidana penjara dengan jangka waktu demikian 
karena hakim juga harus melihat pada keadaan-keadaan yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa.  
 
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Hakim Imam 
Supriyadi dapat diketahui bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menguatkan 
dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, hal ini dapat dilihat pada 
putusan Majelis Hakim yang berpedoman pada ketentuan Pasal 378 
KUHP karena melihat dari segi unsur tindak pidana yang dilakukan 
terdakwa dalam pertimbangannya telah sesuai dengan unsur-unsur yang 
terkandung dalam Pasal 378 KUHP tersebut, dimana selanjutnya 
Terdakwa SITTI NURBAYA dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
                                                          
45 Wawancara dengan Imam Surpriyadi, Hakim Anggota dalam Perkara Pidana No. 
945/Pid.B/2016/PN.Mks, pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 16 Juli 2017, pukul 
11.10 WITA. 
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dan 6 (enam) bulan dan wajib untuk mengembalikan alat bukti perhiasan 
yang dalam keadaan digadai di pengadilan.  
Penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa SITTI NURBAYA 
juga dipengaruhi pada keadaan-keadaan yang meringankan dan 
memperberat pidana, dimana hal tersebut juga harus dipertimbangkan 
hakim setiap mengadili suatu perkara. Adapun keadaan-keadaan yang 
meringankan pidana adalah :  
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RIOLA HAYA NUR dan Saksi 
RAHMATIA mengalami kerugian sebesar Rp. 50.600.000,- (lima puluh 
juta enam ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas seberat 31 (tiga 
puluh satu) gram; 
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.  
Sedangkan, keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa, yakni :  
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya; 
- Terdakwa belum pernah dihukum.  
Adanya kerugian yang diderita oleh korban merupakan suatu 
dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana penipuan, dimana dalam 
Perkara Pidana No. 945/Pid.B/2016/PN.Mks, korban mengalami kerugian 
materil sebesar Rp. 50.600.000,- (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) 
dan perhiasan emas seberat 31 (tiga puluh satu) gram dan telah habis 
dinikmati oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Oleh karena itu, 
sudah sepatutnyalah Terdakwa dijatuhi sanksi pidana yang sebanding 
dengan akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya.  
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Sebagaimana yang diuraikan dalam amar putusan menunjukkan 
bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa SITTI 
NURBAYA adalah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana hal tersebut 
menunjukkan bahwa pidana penjara yang diputuskan hakim mengikuti 
dakwaan penuntut umum yang kurang dari ½ sanksi pidana maksmimal 
yang ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Menanggapi putusan tersebut, 
Hakim Anggota Imam Surpriyadi menjelaskan bahwa :46 
Penjatuhan pidana dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan 6 
(enam) bulan karena melihat pada hakikat pemidanaan itu 
sendiri harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran 
bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa 
merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan 
pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada 
gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan 
kesalahan serupa. Disamping itu,Terdakwa juga telah memohon 
agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dikarenakan 
Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya dan Terdakwa memiliki 4 (empat) orang 
tanggungan.  
 
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Hakim Anggota Imam 
Surpriyadi dapat diketahui bahwa dalam menerapkan sanksi pidana harus 
diiringi oleh pembinaan dan pengajaran terhadap terdakwa, dimana 
pemidanaan dan pengajaran kepada terdakwa bertujuan untuk 
memperbaiki terdakwa sehingga dengan sendirinya dapat menimbulkan 
efek jera dan dapat mencegah orang lain untuk melakukan pelanggaran 
yang serupa.  
Merujuk pada teori pencegahan khusus yang merupakan bagian 
dari pemidanaan relatif bahwa tujuan pidana ialah mencegah pelaku 
                                                          
46 Ibid. 
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kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi kejahatan dan 
mencegah agar orang yang berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya 
itu ke dalam bentuk perbuatan nyata.47 Dalam kaitannya dengan  
pendapat hakim di atas, menunjukkan bahwa hakim dalam menerapkan 
sanksi pidana berpedoman pada teori pencegahan khusus, dimana 
pidana yang dijatuhkan bukanlah bersifat memberikan pembalasan dan 
membinasakan terdakwa sepenuhnya, melainkan sanksi pidana yang 
dijatuhkan juga memberikan pembinaan dan memperbaiki pelaku 
terdakwa agar dapat mencegah dirinya maupun orang lain untuk 
melakukan kejahatan serupa.  
Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa tujuan dari 
pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak 
pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka putusan 
Majelis Hakim adalah sudah tepat, dan tidak bertentangan dengan rasa 
keadilan masyarakat. 
Selanjutnya, dalam wawancara yang dilakukan dengan Hakim 
Anggota Imam Surpriyadi, juga menjelaskan bahwa salah satu 
pertimbangan hakim dipengaruhi oleh permohonan Terdakwa agar dijatuhi 
hukuman yang seringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah 
menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa 
memiliki 4 (empat) orang tanggungan. Adanya pertimbangan hakim 
dengan melihat kondisi Terdakwa yang memiliki 4 (empat) orang 
                                                          
47 Adami Chazawi. Op.Cit. Hal. 165.  
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tanggungan menunjukkan suatu sikap hakim yang menunjukkan suatu 
kearifan dan kebijaksanaan. Sehingga dengan demikian, penulis telah 
sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 
pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Penerapan hukum pidana materil dalam terhadap tindak pidana 
penipuan khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar 
83 
 
 
Nomor : 945/Pid.B/2016/PN.Mks sudah tepat karena telah memenuhi 
unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, 
yakni unsur barang siapa; dengan maksud hendak menguntungkan 
diri sendiri dengan melawan hak; memakai nama palsu atau keadaan 
palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat, maupun dengan karangan 
perkataan-perkataan bohong; dan unsur membujuk orang supaya 
memberikan sesuatu barang. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Makassar Nomor : 945/Pid.B/2016/PN.Mks adalah telah 
sesuai. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah bersikap arif 
dan bijaksana yang juga melihat pada keadaan-keadaan yang 
meringankan terdakwa, yaitu terdakwa bersikap sopan dan mengakui 
terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan 
memperberat terdakwa, dan adanya tanggungan yang dimiliki 
terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memperberat terdakwa yaitu 
adanya kerugian yang diderita korban dan terdakwa telah menikmati 
hasil kejahatannya, dimana selanjutnya dalam menjatuhkan sanksi 
pidana, hakim mengacu pada teori pencegahan khusus yang 
merupakan bagian dari pemidanaan relatif bahwa pemidanaan 
bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana 
melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. 
B. Saran 
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Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran penulis adalah 
sebagai berikut : 
1. Kepada hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan 
pengadilan diharapkan bersikap adil dan bijaksana, senantiasa 
menggunakan pemikiran-pemikiran serta analisa yang cermat, tanpa 
mengabaikan peraturan perundang-undangan agar tercipta produk-
produk hukum yang berkualitas dan menjunjung tinggi rasa keadilan 
dalam masyarakat. 
2. Kepada masyarakat, hendaknya selalu menanamkan sikap waspada 
dalam diri dan selalu berhati-hati, selalu menggunakan logika dan akal 
sehat, serta sebaiknya tidak mudah percaya terhadap perkataan 
seseorang tanpa membuktikan kebenaran perkataan dari orang 
tersebut terlebih dahulu, apakah yang dikatakan itu benar atau tidak. 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Buku : 
 
Adami Chazawi. 2001. Pelajaran Hukum Pidana I. PT Raja Grafindo 
Persada. Jakarta. 
 
Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education. 
Makassar. 
 
Andi Hamzah. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta. 
Jakarta.  
 
85 
 
 
--------------------. 2010. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam 
KUHP. Sinar Grafika. Jakarta. 
 
Bambang Waluyo. 2008. Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.  
 
Bastian Bastari. 2011. Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan. 
Makassar. 
 
Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Refika 
Aditama. Bandung. 
 
Ilham Gunawan, 2002, Kamus Hukum, Cv. Restu Agung, Jakarta.  
 
Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika.  
Jakarta.  
 
Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan 
Permasalahannya.  PT  Alumni.  Bandung. 
 
----------------. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, 
Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya. Citra 
Aditya Bakti. Bandung. 
 
Mahrus Ali. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta 
Timur. 
 
Moeljatno. 2002. Asas-Asas Humum Pidana. PT. Rineka Cipta. Jakarta.  
 
--------------. 2007. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Bumi 
Aksara. Jakarta.  
 
M. Taufik Makarao. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Kreasi  
Wacana. Yogyakarta.  
 
Niniek Suparni. 2007. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana 
Dalam Sistem Pemidanaan. Sinar Grafika. Jakarta.  
 
P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra 
Aditya Bakti. Bandung. 
 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif : 
Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 
86 
 
 
 
Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana Edisi Revisi, PT Raja Grafindo 
Persada. Jakarta. 
 
Tri Andrisman. 2009. Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum 
Pidana Indonesia. Uviversitas Lampung. 
 
Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. 
Refika Aditama. Bandung. 
 
Zainal Abidin Farid. 2014. Hukum Pidana I. Sinar Grafika. Jakarta. 
 
Internet :  
 
http://kbbi.web.id/tipu, diakses pada tanggal 25 Mei 2017, pukul 15.43 
WITA.  
 
http://www.kabarhukum.com/2015/07/01/pengertian-hukum-materil-dan-
hukum-formil, diakses tanggal 1 Agustus 2017, pukul 15.15 
WITA. 
 
 
